. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS],
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM D

_ Menimbang :

| ‘Mengingat

BUPATI LANGKAT
PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2016

" TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI

AN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Dacrah Kabupaten
Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dan unit kerja di bawahnya dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu
menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Langkat; -

. Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

*( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

‘Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembentukan

Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamr Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor (9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan



| . Meﬁetapkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
_Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat IT Langkat dari wilayah Kodya
Dati I Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II
Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan
batas wilayah Daerah Tingkat I1 Binjai, Kabupaten Dacrah Tingkat
II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat I Deli Serdang
(Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran
Negara RT No 3323);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran N i i
Nomor 5121 egara Republik Indonesia

11. Peraturan Daerah Kabupaten L angkat Nomor 6 Tah
: un 2016 ten
Pembentukan Perangkat Daerah { Lembaran Daerah Kabupzﬂ-ﬁ

Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan
. Lerabaran
Kabupaten Langkat Nomor 29 ) Daereh

MEMUTUSKAN

: PERATURANBUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN AAN
P _
KABUPATEN LANGKAT ENAT RUANG



BAB 1}
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat ; -

5 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

' . yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Langkat;

Wakit Bupati adalah Wakil Bupati Langkat;

‘Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat; .

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah

' Kabupaten Langkat; _ .

' 8. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di
- bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya dan tata ruang;

' 9. Sumber daya air adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air termasuk

" kekayaan alam bukan hewan yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun
yang telah diusahakan oleh manusia;

10. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarapa perhubungan
darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap
dan periengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

- ‘Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tantang lalan;
“11. Cipta Karya dan Tata Ruang adalah suatu bidang pembinan atas penetapan ruang kota
daersh bangunan gedung.

12. gens;rha adalah Rencana Strategik Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

acrah;

13. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;

14. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan
‘Umum dan Penataan Ruang Daerah;

bW

BAB1I
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan pakan aksana Urusan
) ' : g mery unsur pel
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pe .

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruap aimana di pada
gipimpiﬂ oleh kepa}a Dinas Daerah yanggbiraﬁgdsfdbffm oi bad:\fnalhakgﬁ berta?:lygagtm(ll)
Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, :

~ (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan kewajiban membanty Bupati melaksanakan Urysan

 Pemerintahan yang menjadi kewenan D
. diberikan kepada Kabupaten, san Duersh dan Tug?_s Fembontuan yang

{(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewaiib ; :
Peker jtban sebagaimana dimaksud Di
Pekeljaan Umum dan Penataan Ruang menyelen, | o pada ayat (3) Dinas
a. perumusan kebijakan teknis bidang

Pekerjaan U enataan ;
b. pelaksanasn kebijakan bidang Pokoriagn U oy i

kerjaan Umum dan Penataan Ruang;



(1y

" pelaksanaan evaluasi dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

e o

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
. Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Bina Marga;
" Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang ;

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional;

©He a0 g

(2) : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik;
b. Sub Bagian Tata Usaha,

| {3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, membawahi:

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
b. Seksi Pelaksanaan;
¢, 'Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

(4) Bidang Bina Marga sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hurof d, membawahi:

5)

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
'b.  Seksi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan:
¢. Seksi Peralatan;

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
membawahi: ’
a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;

. b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penataan Ruang;

a1y

@

()

¢.  Seksi Pelaksnaaan Bangunan Gedung,

Pasal 4

Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh
* Sekretaris yang dalam melaksanakan tu 1 punbempm sy
- gasnya berada dibawah dan ggun,

kepada Kepala Dinas. g Jawab
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a

' i bagair yat (3), ayat (4), t
| tr:ulasmg-masmg dlppnpln oleh scorang Kepala Bidang yang( t)ialar: Iﬁe}akzm
b ég;i(ar:::1“1;(;3‘:s.l:oerada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sub Bagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a ) dimpi
E : yat (2) dimpin oleh seorang K
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertang gegp;;lg

- Jawab kepada Sekretaris.

@

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a
ekst st yat (3), ayat (4), ayat (5) hurufa, b d
-d{plmpm oleh scorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan( )tugasn}:: be:radaan .
| dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,



Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalem Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayzt (3), ayat C)]
dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalem lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertams
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rnang Dacrah mempunyai tugas
memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta tugas
pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas
mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program di bidang Pekerjaan Umum dan.Penataan Ruang;
b_.. Menctapkan dan  menyelenggarakan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum dan

'Penataan Ruang;
c. IFst/Icngkoordin_asikan pelaksanaan program di bidang peketjaan umum dan Penataan
e uang ;
d. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan
- Penataan Ruang;

¢ Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimban ir;

f. g{iﬂuﬁlj‘;ﬂka;mmn nllf;gl;a;?bzgngkan ktmanaagnan sﬁgpinlfﬂ;n %’a;;c:;?a;x

g . [L}Igm;:napt::lnb}i{nm; pengendaiian dan pengawasan dibidang Pekerjaan

! Mo s o e s

L b e e P e
fungsinya kepada Bupati mela(;:i ;:Sk;;ts:;lasn anﬁa%?nmmgm {1 bidang tugas dax

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ket kepe: i
un , anta , Ketatausahaan, )
kea;sman, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi pcnyus?m‘:: mgm
~pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor. -



Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Menyelenggarakan fungsi :
" a. Koordinasi kegiatan Dinas; '

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas; .

c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputt ketatausahaan, kcpegawam,
keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi Dinas;

d. Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

e, Koordinasi dan penyusunaan Peraturan Perundang-Undangan Serta Pelaksanaan
Advokasi Hukum;

f.- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan Negara dan layanan
pengedaan barang/jasa; ‘
Menyiapkan bahan dan dokumen pengedshan angagran (DPA) satuan kerja
perngkat daerah (SKPD); '

Melakukan perencanaan dan program evalusi dan laporan Sekretariat; '
Menghinpun hasil perencanaan program evalusi dan laporan dari bidang-bidang;
Menyiakan bahan-bahan penyusunan Renstra, Renjra, dan Lankip Sekretariat dan
Dinas Pekerjaan Umum,;

k.' Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas.

e

T

Pasal 18

Struktur organisasi Sekretaris Dinas terdiri dari :
a. Subbagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik.
b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

1) Subbagian_ Umum, Perencanan dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi
- -mempunyal tugas melakukan urasan umum, kePegawaian, surat menyurat, kearsipan,

- uruasan rumah tangga, perlengkapan, menyiapankan bahan perencanaan, evaluasi dan
‘menyelenggarankan informasi publik.

2) Untuk menyelangarakan tugas pada ayat (1),Subbagian umum mempunyai fungsi :

a. Melakukanurusan surat menyurat, pengetikan, pe ]
_ , pengadaan dan pengarsipan;
b. Mc_nyu'sun rencana kebutuhan dan melaksakan kegiatan—kegaiatanp:ium serta
memelibara perlengkapan Kantor;
¢. Menyusun perencanaan program dan melaksakan eliharaa i
~ keamanan dalam lingkungan Dinas; e " pembersiin dan
d. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyusun statistik dan dokumentasi dj
bidang sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- Melaksanakan Pembinaan dan Ketatalaksanaan Organisasi; ’
Melaks:anakan pendataan dan evaluasi:
. Menghinpun restra, renjra, dan rankip dari bidang-bidang;
. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
geiftkak;nanaan kooordinasi dan fasilitas pengganggaran infrastruktur Daerahy:
Pel adn  pemantauan dan penyusunan la kinerj ,
e, poran €rja serta pelaksanan
Pelaksanaan koordinasi perencanaan pro inistrasi ketja sama;
gram dan administrasi :
Pelaksanaan kegiatan st rategis Dinas Kesa

e Em e

=
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Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
Pengembangan sistem informasi; . -
Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;

Pengclolaan dan pelayanan informasi publik dinas;
Penyelenggaraan publikasi; -

Pengelolaan dan penyebarluasan infom1a51% - .
Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;

. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar bidang;
. Memberikan saran-saran dan perhitungan kepada sekretaris tantang langkah-

langkah yang diambi! dalam bidang tugasnya.

Pasal 12

1) Subbagian Tata Usaha , laporan dan evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam bidang pengelolaan administrasi tata usaha.

- 2) Uhtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),Subbagian tata usaha

- mempunyai fungsi :

T e e a0 o

-

#EL<ETENoD o p B -
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. Pengadministrasian, keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan;
. Penyiapan pelaksanaan perencanaan Pegawai;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian;

. Pelaksanaan pembinaan Pegawai;

Penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi Pegawai;
Penyiapan penataan Organisasi dan Tata Faksana;

. Pengelolaan data, informasi, dan arsip ke Pegawaian;

. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;

- Pelaksanaan pengelolaan tata naskah Dinas dan Kearsipan Dinas;

- Pelaksanaan urusan keschatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan

dalam Pegawai;

- Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan

prasarana lingkungan;
Pelaksanaan penatausahaan barang milik Negara Dinas;

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik Negara;
. Pengendaian barang milik Negara;
.. Pelaksanaan penyusunan pelaporan barang milik Negara;

Penatausahaan barang milik negara pada tingkat kementerian;
Pelaks?naa}n pengolahan informasi dan dokumentasi barang milik Negara;
Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan barang milik Negara;

Koordinasi pelaksanaan sertifikat dan perkuatan hak;
Pelaksanaan layanan pengadaan;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barangfjasa;

Pelaksanaan tata laksana keuangan dan pembendaharaan;

. Pelaksanaan ststem akuntansi;
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan

umum;

- Penyusunan tata Jaksana keuangan dén akuntansi;

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;

- Penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerjapenatausahaan hasil

pemeriksanaan;
Penyusunan laporan keuangan Dinas;



Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 13

Bidang sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya &ir yang
_‘meliputi penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan konstx11ke;3, operast dan
~ pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan serta p.engendahan daya rusak

air pada urusan sumber daya air sesuai kewenangan Pemerintzh Kabupaten serta
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dines.

Pasal 14

" 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang Sumber Daya
Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan
* . sumber daya air;
. b. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan tekmis/desain/pengembangan sumber
" daya air;
c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya
* air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air,
- pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
Pelaksanaan operesi dan pzmeliharaan sumber daya air;
- Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air.
Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis di bidang sumber daya air;
penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait:

mEG e

Pasal 15

- Struktur organisasi bidang sumber daya air terdiri dar -
a.. Scksi Perencanaan Sumber Daya Air;
b. Seksi Pelaksanaan;

¢.  Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 16

‘Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

;. I\I\;lelaksanakan survey penelitian dan pengukuran di bidang sumber daya air:
. efiyusun perencanaan teknis/desain di bidang sumber dava ai lisi
g:IfaJuas1 kelayakan pengembangan program: ¢ Y8 8 seria analists dan
¢. - Menyusun pola pengelolaan sumber davya aj peng
e ya air dan rencana elolaan sumber daya
d.- Menyusun dan mempersiapkan rekomendasi teknis di bi
bidang sumber daya ai
©.  Melaksanakan pengelolaan sistem informas; dan data bidang sumber da):r’:: E:lr'r

f. " Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K i i
cagan o O g epala Bidang sesuai dengan
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Pasal 17

Kepala Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kepiatan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
©  pembangunan sumber daya air, |
b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan konstruks!
maupun non konstruksi di bidang sumber daya air.
 ¢. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaporan kegiatan pemanfaatan perijinan
- bidang sumber daya air;
d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang
- pelaksanaan sumber daya air;
_e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya. '

Pasal 18

- Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air;
~b. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan kondisi jaringan irigasi dan jaringan
sumber daya air lainnya;
¢. Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air serta
.. evaluasi kinerja sumber daya air;
d. Melaksanakan pembinaan berupa koordinasi petugas pengairan dan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
. Melaksanakan tindakan penanggulangan kerusakan akibat bencana sumber daya air;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
* tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 19

. Bidang Bina Marga mempunya tugas melaksanakan penyusunan perencanaan,

pemprogram, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan,
a - - - J
pemanfaatan bagian-bagian jalan, penerangan jalan umum dan pertamanan, pengendalian

mﬁtu_ dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyedian dan pengujian bahan dan peralatan.

Pasal 20

- Dalam melaksanakan tersebut, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi

a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemprograman dan
. perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan
Jalan umum dan Pertamanan; ¢
b. Il’enyusunan norma, standar, pedoman, dan kreteria bidang jalan dan jembatan;
c. P_elaksa!na.an koordinasi pemprograman dan perencanaan teknik jalan, kox,lektiﬁtas
sistem jaringan jalan dengan sistem moda trasportasi bersama instans; terkait;

d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan. i ji
_ Jalan, jembatan, peralatan, penerangan
Jalan umum dan pertamanan; o peagiaian.



¢ Pclm pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan
a Pelaksanaall:e evaluasi dan penctapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan
serta leger jalan; . . .
 Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan
emanfaatan bagian-bagian jalan; ‘ '
h. ll)’emantauan, gvaluasi, dan pengendi}llan pelaksanaan  perencanaan teknik,
pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, pengujian, pencrangan
" jalan umum dan pertamanan; . y
i JPel:11(5::111.51:1!1 tugas lain yang diberikan oleh Kepale Dinas sesual dengan tugas dan
fungsinya.

=

Pasal 21
Struktur Organisasi Bidang Bina Marga terdiri dan :

a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
'b. Seksi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan ;
“¢.. Seksi Infomasi dan Peralatan.

Pasal 22

.Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi bertugas :

a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
_pemprograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan dan jembatan ;

'b. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan depgan sistem moda
transfortasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;

' - ¢. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian
 kontruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
d. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan.

Pasal 23
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan bertugas :

a. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan
jalan dan jembatan; P 7

'b. Penyusunan dan pembangunan estdndar dokumen

) pengadaan, penyesuaian kontrak
pekemaan kontruksi jalan dan Jembatan, penyusunan norma, estandar, pedoman, dan
kriteria bidang jalan dan jembatan:

C. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan,
d. Pembangunan dan preservasi Jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;

Pasal 24
Kepala Seksi Peralatan untuk menyelenggarakan tugas :

3. Sebagaimana dimaksud seksi alat he
* fungsi untuk membantu melaksanakan

rat dan kendaraan bermotor yang mempunyai
b. . Pemeliharaan terhadap alat-

pengawasan, pengoprasian;
alat berat dan kendaraan bermotor.
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Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Pasal 25

 Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyal tugas l:i?aakan
‘penyelenggaraan, bagunan gedung, penataan bangunan -dau lmgk;mglm penylmapan
strategis dan pengelolaan. Bidang Tata Ruang mempuzyal tugas melaksanakan P
perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan

pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemeritah Kabupaten
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tersebut, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang menyelenggarakan
fungsi :
a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan s.trategis Daer.ah Kabupaten; '
" b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepc.nungan strategis Daerah Kabupf:ten,
‘¢ Penyelenggaraan penataan bangunan dan linkungan di kawasan strategis Daerah
" Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas Daerah; o
d. Pengelola dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas
Daerah Kabupaten/Kota;
¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengna tugas dan
fungsinya;
f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan telnis bidang perencanaan tata
- ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten;

'S

Pasal 27

Struktur organisasi Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri dari ;

a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
b. Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penataan Ruang;
¢. Seksi Pelaksanaan Bangunan Gedung.

Pasal 28

~ Kepala Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluas; mempunya; tugas :
. Melakukan penyususnan program dan perencanaan teknis bangunan gedung;

d
b._ Sinkronisasi Program-program ke Cipta Karyaan;

-¢. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pel
- fisik tahun berjalan, p pelaksanaan pembangunan

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidan i deng
- tugas dan fungsinya. - 8 s -
Pasal 29
Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi :

a Perumusan kcbija_kan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
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b. .Pényusunan, penctapan, dan peninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
. Kabupaten;
¢. Pelaksanaan Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Terhadap Peyelenggaraan
Penataan Ruang di Tingkat Kabupaten; -
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan terhadap tingkat Pencapaian Penyelenggaraan
* Penataan Ruang di Tingkat Kabupaten.

S Pasal 30
Kepala Seksi Pelaksanaan Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

a. Melakukan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerab
Kabupaten, . ) '
 b. penyclenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategls Daerah Kabupaten,
c. penyelenggaraan penataan bangunan dan linglc_ungan di kawasan strategis Daerah
" Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas Daerah.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

(1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
' mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang.
. {2) UPTD dipimpin oleh scorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
- jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
(3): Pengaturan tentang UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mengenai
nomenkiatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut
(dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Penindang —undangan.

BABV
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
JABATAN

Pasal 32

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruane m '
‘batau jabatan pimpinan tinggi pratama; § merupakan jabatan esclon I

(2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Pcenataan R upakan jabatan
Tla; atau jabatan administrator; e ® secton

(3). Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan U

mum dan Penataan Ruar :
| egelon I b atau jabatan administrator: Ruang merupakan jabatan

(4)'.-]I§f:pa]aPS;b Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Tekris pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan R j
iabatan penn uang merupakan jabatan eselon IV a atan
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Pasal 33

~ Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi  yang
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang betlaku;

2) Kc]ompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
~ sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

' (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari scjumlah tenaga fungsional yang diatur
" dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud dipimpin olch scorang tenaga
- fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku;

(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
~ - perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pesal 35

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-orinsi inasi i .
. L VIREY 2 prinsip-prinsip  koordinasi, int
- sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Um 111)1031381,
~ Ruang maupun dengan lembaga teknis lzinnya. k '

Q) Kepﬂa Dinas dalam melaksanakan tugas dan k .
yang ditetapkan oleh Bupati. .g ewenangannya berdasarkan kebijakan

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi ingkungan j

G P T ganisasi dalam lingk anya kewaji
memimpin, mengadakan Kkoordinasi, memberikan biml:v1'1:|gala'[:l:l dai p:teurnjuk Jiﬁ
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 36

(1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategi gacu
. _ gis dengan men pada RPJMD
Kabupaten, menyusun Ak?ntabxlitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyus:un bahan
I[éa}:onm Pengelenggaman Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan
Relcrangan  Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati i i
berdasarkan ketentuan yang bcrlaku.( ) Bupadd seouti togas dan fingsinge
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(2): Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang berkewajiban:

2. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pekel.]{aan
Umum dan Penataan Ruang, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntab:hta§
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja I:nstanm
Pemerintah (LAKIP), menyusun baban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung
jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil
peiaksanaan tugas secara cepat dan tepat, ' :

¢. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan
pencapaian tujuan organisasi.

| '(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan diﬁvaluasi scbagm bahan
laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati sclaku Pejabat pembina kepegawaian sesnai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Ijengan ditetapkannya peraturan ini maka;
a. Peraturan Bupati Langkat Nomor 47 Tahun 2008 tentang rincian tugas
raturar i pokok dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat.

b. Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan
fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat. 7

“dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari furan ini di
Kepatuon Bt gp pera ini ditetapkan dengan

(3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis o i jadi li enangan
_ € cnge perasional yang menjadi lingkup kew
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan R i bih lanj
2 uang akan diatur 1 dengan
Keputusan Kepala Dinas: ¢ I ° b

(4.) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal '“ Desember 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 'G Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 45
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